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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to determine whether the recognition of income used by 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia has links to calculations, payments and reporting. 

Acknowledgment of accrual income is recognition of recognized income at the time the 

transaction occurs even if the seller has not received the money. With the recognition of this 

income, it is expected to have a relationship with the value added tax to be reported at each 

period. The reporting of the value added tax in may derive from the total income tax earned 

from the income on the sale transaction minus the input tax on the purchase transaction. 

 

Keywords: revenue recognition, calculation of value added tax, value added tax reporting. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang 

berkembang dimana didalamnya terdapat 

pelaku bisnis yang membantu jalannya 

perekonomian negara. Pelaku bisnis ini 

memberikan kontribusi yang besar terhadap 

negara dalam hal pembayaran pajak dari hasil 

yang diperoleh. 

Dalam menjalankan usahanya setiap 

perusahaan mempunyai kebijakan tertentu 

dalam hal akuntansi maupun perpajakan 

dalam hal ini digunakan untuk tax planing 

perusahaan yang berguna untuk keuntungan 

perusahaan. Salah satu kebijakan perusahaan 

dalam hal akuntansi yaitu berkaitan dengan 

pengakuan pendapatan, dimana dalam 

akuntansi sendiri ada beberapa macam 

kebijakan yaitu pengakuan pendapatan 

dengan metode akrual (Accrual Method) 

merupakan suatu metode akuntansi dimana 

penerimaan dan pengeluaran diakui atau 

dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika 

uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut 

diterima atau dibayarkan, Pengakuan 

pendapatan dengan metode kas (Cash 

Basis)proses pencatatan transaksi akuntansi 

dimana transaksi dicatat pada saat menerima 

kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pada 

Cash Basis, pendapatan dicatat pada saat 

menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada 

saat mengeluarkan kas. 

Dalam kegiatan perdagangan, baik 

penerimaan maupun penyerahan barang dan 

jasa tersebut akan menimbulkan adanya 

pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai 

yang nantinya akan dihitung dan disetorkan 

ke kas negara sehingga menjadi salah satu 

sumber penerimaan untuk negara. 

Dasar hukum yang digunakan untuk 

penerapan Pajak Pertambahan Nilai adalah 

Undang–Undang Republik Indonesia No. 8 

Tahun 1983 berikut revisinya, yaitu Undang–

Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 
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1994 berikut revisinya, yaitu Undang–Undang 

Republik Indonesia No.18 Tahun 2000, 

bagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang–Undang Republik Indonesia No. 42 

Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa Penjualan atas Barang 

Mewah. 

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang 

Kena Pajak  (BKP) dan Jasa Kena Pajak  

(JKP) merupakan pajak yang dikenakan atas 

konsumsi di dalam negeri dan dikenakan tarif 

10%. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas 

pertambahan nilai dari barang dan jasa yang 

dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak  (PKP). 

Pajak Pertambahan Nilai adalah salah 

satu contoh pajak yang termasuk sebagai 

pajak tidak langsung, Ketiga unsur pajak, 

yaitu penanggung jawab pajak, penanggung 

pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai ditemukan terpisah-

pisah. Karakter ini memberikan suatu 

konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul 

beban pajak dengan penanggung jawab atas 

pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak 

yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara 

nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang 

Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak,  

sedangkan penanggung jawab atas 

pembayaran pajak ke Kas Negara adalah 

Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku 

penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha 

Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu apabila 

terjadi penyimpangan pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak 

(fiskus) akan meminta pertanggungjawaban 

kepada penjual Barang Kena Pajak tersebut, 

bukan pembeli, walaupun pembeli 

kemungkinan juga berstatus sebagai 

Pengusaha Kena Pajak. 

Penelitian mengambil data daftar 

pendapatan selama dua bulan pada PT. 

Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT. BJTI) 

karena perusahaan sebagai wajib pajak sudah 

memenuhi syarat Subyek dan Obyek Pajak 

Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup 

lama beroperasi di Indonesia dengan 

kegiatannya sebagai perusahaan di bidang 

jasa bongkar/muat container. PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia dalam pencatatan 

akuntansi menggunakan kebijakan Accrual 

dalam pengakuan pendapatan dan juga sudah 

mencatat pelaporan Pajak Pertambahn Nilai 

setiap bulannya. Oleh karena itu penulis 

memilih perusahaan ini bertujuan untuk 

menganalisis keterkaitan pengakuan 

pendapatan dengan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

 

Penjelasan Judul 

Menurut Paton dan Littleton dan 

dikutip oleh Suwardjono (1984:154) dalam 

buku Teori Akuntansi Perekayasaan 

Akuntansi Keuangan alasan yang mendukung 

bahwa pendapatan pada saat penjualan 

merupakan suatu standart yang utama 

sehingga mendasari pada pengertian dan 

konsep tentang pendapatan sebagai berikut: 

Pendapatan adalah merupakan jumlah 

rupiah yang menyatakan produk akhir operasi 

perusahaan dan oleh karena itu harus diakui 

dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan 

yang menentukan dalam aliran kegiatan 

operasi kegiatan.Secara umum ada dua 

kriteria pengakuan pendapatan yaitu: 

1. Pendapatan baru dapat diakui bilamana 

jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi 

atau cukup pasti akan segera terealisasi 

(Realized atau Realizable). Pendapatan 

dapat dikatakan telah terealisasi bilamana 

telah terjadi transaksi pertukaran produk 

atau jasa hasil kegiatan perusahaan dengan 

kas atau klaim untuk menerima kas. 

Pendapatan dapat dikatakan cukup pasti 

akan segera terealisasi bilamana barang 

penukar yang diterima dapat dengan 

mudah dikonversi menjadi sejumlah kas 

atau setara kas yang cukup pasti. 

2. Pendapatan baru dapat diakui bilamana 

pendapatan tersebut sudah terhimpun atau 

terbentuk. Pendapatan dapat dikatakan 

telah terhimpun bilamana kegiatan 

menghasilkan pendapatan tersebut telah 

berjalan dan secara substansial telah selesai 

sehingga suatu unit usaha berhak untuk 

menguasai manfaat yang terkandung dalam 

pendapatan. 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan 

golongan pajak tidak langsung yang bersifat 

pajak objektif dan dipungut untuk disetor ke 

kas negara. Pajak Pertambahan Nilai 

merupakan pajak yang dikenakan atas 

konsumsi barang atau jasa di dalam Daerah 
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Pabean oleh Orang Pribadi atau Badan. Pada 

dasarnya setiap barang dan jasa adalah 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atas 

barang mewah. Siapapun subjeknya 

(masyarakat yang mampu maupun yang 

kurang mampu, ataupun masyarakat yang 

mudah maupun tua), akan dikenakan PPN 

selama mereka mengonsumsi Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean. 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

(PT.BJTI) adalah salah satuAnak Perusahaan 

dari PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

yang merupakan pemisahan dari Divisi Usaha 

Terminal PT.Pelindo III (Persero) 

CabangTanjung Perak dan berdiri pada 

tanggal 9 Januari 2001. Fokus utama pada 

saat ini PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

menangani kegiatan Bongkar Muat (B/M) 

Petikemas Domestik di Terminal Berlian 

Tanjung Perak Surabaya, disamping 

menghandle kegiatan penunjang lainnya yang 

berhubungan dengan jasa kepelabuhan. 

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan 

dimana sering disebut dengan Laporan Masa. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2007 JO Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 ( UU KUP): 

1. Pasal 2A masa pajak sama dengan 1 (satu) 

bulan kalender atau jangkawaktu lain yang 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 

paling lama 3 bulan kalender. 

2. Pasal 3 setiap wajib pajak wajib mengisi 

surat pemberitahuan dengan benar dan juga 

lengkap serta jelas menggunakan bahasa 

indonesia dengan menggunakan huruf 

latin, angka arab, satuan mata uang rupiah 

dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke kantor Direktorat 

Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar 

atau dikukuhkan atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

3. Batas waktu penyampaian atau pelaporan 

Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 

30 hari setelah akhir Masa Pajak 

(www.pajak.go.id). 

4. Batas waktu penyetoran Pajak 

Pertambahan Nilai paling lambat 30 hari 

setelah Masa Pajak berakhir. 

Jika terlambat melakukan penyetoran maka 

akan dikenakan denda bunga sebesar 2% 

dari jumlah yang disetor. Sedangkan jika 

terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai maka akan 

dikenakan denda administrasi Rp. 500.000 

per masa. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengakuan pendapatan di PT. 

Berlian Jasa Terminal Indonesia? 

2. Bagaimana perhitungan dan pelaporan 

PPN? 

3. Bagaimana keterkaitan antara pengakuan 

pendapatan dan pelaporan PPN? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang 

telah dikemukakan tujuan dari penelitian ini: 

1. Mengetahui pengakuan pendapatan yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

2. Mengetahui perhitungan dan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Mengetahui apakah keterkaitan antara 

pengakuan pendapatan dan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan: 

Diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada pihak PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia sebagai alat ukur 

kebijakan pengakuan pendapatan, 

perhitungan, dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai yang selama ini 

dilakukan. 

2. Bagi STIE Perbanas: 

Diharapkan dapat berguna sebagai tolak 

ukur pemahaman mahasiswa dalam hal-hal 

yang terjadi di dalam dunia kerja dan juga 

dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi 

penulisan Tugas Akhir. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif yang menggunakan data sekunder. 

Data yang diperoleh disajikan berdasarkan 

analisis, secara umum data uang digunakan 

http://www.pajak.go.id/
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berbentuk jumlah, akan tetapi dalam bentuk 

pernyataan dan uraian yang selanjutnya 

disusun secara sistematis dalam bentuk tugas 

akhir. 

 

Sumber Data dan Jenis Data 

Rancangan penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari laporan keuangan PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia. Data sekunder 

merupakan sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung yang melalui perantara berupa 

website resmi yang sudah dipublikasikan 

www.bjti.co.id. 

 

Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, agenda dan data jumlah 

pendapatan selama satu tahun. 

2. Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung 

suatu objek yang akan diteliti dalam waktu 

singkat dan bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai objek penelitian.  

Ruang Lingkup 

Agar lebih fokus dalam melakukan 

penelitian ini memberikan batasan hanya 

sebatas pengakuan pendapatan, perhitungan 

dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang 

ada pada PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesiapada Bulan April dan Mei tahun 

2017 hanya terkait dengan transaksi yang 

pengakuan pendapatannya menggunakan 

Accrual Method. 

 

Teknik Analisis 

Teknik analisis yang akan saya 

gunakan yaitu dengan cara meminta semua 

dokumen yang menyangkut dengan 

pendapatan dan juga PPN pada tahun 2017 

pada Supervisor Perpajakan; 

1. Mengumpulkan data laporan pendapatan di 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia. 

2. Mengumpulkan data terkait pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai, diantaranya: 

daftar PajakKeluaran, Pajak Masukan dan 

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Menganalisis keterkaitan pengakuan 

pendapatan di PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia dengan Pajak Pertambahan Nilai 

yang dilaporkan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Definisi Pajak Pertambahan Nilai 

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai 

merupakan jenis pajak tidak langsung untuk 

disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan 

merupakan penanggung pajak (konsumen 

akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak 

yang harus dikenakan pada setiap proses 

produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak 

yang terutang dibebankan kepada konsumen 

akhir yang memakai produk tersebut. 

 

 

 

Dasar Hukum PPN 

Dasar hukum yang digunakan untuk 

penerapan Pajak Pertambahan Nilai adalah 

Undang–Undang Republik Indonesia No. 8 

Tahun 1983 berikut revisinya, yaitu Undang – 

Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 

1994 berikut revisinya, yaitu Undang – 

Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 

2000, Bagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang–Undang Republik Indonesia 

No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan 

atas Barang Mewah. 

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang 

Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak  

(JKP)  merupakan pajak yang dikenakan atas 

konsumsi di dalam negeri dan dikenakan tarif 

10%. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas 

pertambahan nilai dari barang dan jasa yang 

dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP). 

 

Subjek PPN 

Dalam Pajak Pertambahan Nilai yang 

menjadi subjek pajak adalah Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), pengertian pengusaha kena 

pajak menurut pasal 1 angka 14 dan 15 UU 

No. 18 Tahun 2000 yaitu pengusaha adalah 

orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan 

usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, 

mengimpor barang, mengekspor barang, 

melakukan usaha perdagangan, 

http://www.bjti.co.id/
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memanfaatkan barang tidak berwujud dari 

luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, 

atau memanfaatkan jasa dari luar daerah 

pabean. 

 

Objek PPN 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak 

yang dikenakan atas : 

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam 

daerah pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha. 

2. Impor barang kena pajak 

3. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah 

pabean yang dilakukakn oleh pengusaha. 

4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak 

berwujud dari luar daerah pabean didalam 

daerah pabean. 

5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar 

pabean didalam daerah pabean. 

6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha 

kena pajak. 

 

Objek yang Bebas Pajak Pertambahan 

Nilai 

1. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak 

Dipungut 

a.  Pajak Pertambahan Nilai tidak 

dipungut atas impor Barang Kena 

Pajak yang dibebaskan dari pungutan 

Bea Masuk. 

b.  Pajak Pertambahan Nilai tidak 

dipungut pada tempat penimbunan 

berikat. 

c.  Pajak Pertambahan Nilai tidak 

dipungut pada Entrepot Produksi 

untuk tujuan Ekspor (EPTE). 

d.  Pajak Pertambahan Nilai tidak 

dipungut pada Kawasan 

Pengembangan Ekonomi Terpadu 

(KAPET). 

e.  Pajak Pertambahan Nilai tidak 

dipungut pada proyek milik 

pemerintah yang sumber dananya 

berasal dari bantuan luar negeri. 

2. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai 

Dibebaskan 

a.   Impor dan atau penyerahan Barang 

Kena Pajak Tertentu dan atas 

Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu 

yang dibebaskan dari pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

b.  Pajak Pertambahan Nilai yang 

dibebaskan atas impor dan/atau 

penyerahan Barang Kena Pajak 

tertentu yang bersifat strategis. 

c.  Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai 

dan PPnBM kepada Perwakilan 

Negara Asing dan Badan Internasional 

serta pejabatnya. 

d.    Fasilitas di kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas. 

Tarif Pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai 

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% 

(sepuluh persen) 

2. Tarif PPnBM adalah serendah-rendahnya 

10% (sepuluh persen) dan setinggi-

tingginya 50% (lima puluh persen). 

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor 

BKP adalah 0% (nol persen). 

 

Perhitungan PPN 

 

 

Pajak Pertamabahan Nilai yang terutang 

merupakan Pajak Keluaran (PK) yang 

dipungut oleh PKP penjual dan merupakan 

Pajak Masukan bagi PKP pembeli.  

Contoh pemungutan PPN dan PPnBM  

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai 

yang terutang. Contoh perhitungan PPN dan 

PPnBM 

1. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai 

Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp. 

25.000.000 

PPN    = 10% x Rp. 25.000.000 

           = Rp. 2.500.000 

PPN Rp. 2.500.000 adalah pajak keluaran 

yang dipungut oleh PKP A atas penjualan 

BKP 

2. Pengusaha Kena Pajak B melakukan 

penyerahan Jasa Kena Pajak dengan 

memperoleh penggantian Rp. 20.000.000 

PPN    = Rp. 10% x Rp. 20.000.000   = Rp. 

2.000.000 

PPN Rp. 2.000.000 adalah pajak keluaran 

yang dipungut PKP B atas penyerahan  

 

PPN yang terutang = tarif x DPP 
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Definisi Pengakuan Pendapatan 

Permasalahan utama dalam akuntansi 

untuk pendapatan adalah menentukan saat 

pengakuan pendapatan. Pada prinsip 

pengakuan pendapatan (Revenue Recognation 

Principle), umumnya pendapatan diakui pada 

saat (1) direalisasikan atau dapat 

direalisasikan dan (2) dihasilkan (Earned).  

Maksud dari pernyataan tersebut adalah 

bahwa: 

1. Pendapatan dianggap direalisasikan apabila 

barang dan jasa, barang dagangan, atau 

harta lain ditukar dengan kas atau klaim 

atas kas;  

2. Pendapatan dianggap dapat direalisasikan 

apabila aktiva yang diterima dalam 

pertukaran segera dapat konversi (siap 

ditukar) menjadi kas atau klaim atas kas 

dengan jumlah yang diketahui; 

3. Pendapatan dianggap dihasilkan (earned) 

apabila entitas bersangkutan pada 

hakikatnya telah menyelesaikan apa yang 

seharusnya dilakukan untuk mendapat hak 

atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan 

itu, yakni apabila proses menghasilkan 

laba telah selesai atau sebenarnya telah 

selesai. 

Pengukuran pendapatan menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah diukur 

dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau 

yang dapat diterima.Menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 

tentang pendapatan menyatakan bahwa 

pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi 

berikut ini : (1) Penjualan barang; (2) 

Penjualan jasa; (3) Penggunaan aktiva 

perusahaan oleh pihak-pihak lain yang 

menghasilkan bunga, royalty, dan deviden. 

 

Pendapatan dari penjualan barang harus 

diakui jika : 

Perusahaan telah memindahkan resiko 

secara signifikan dan telah memindahkan 

manfaat kepemilikan barang kepada 

pembeli;Perusahaan tidak lagi mengelola atau 

melakukan pengendalian efektif atas barang 

yang dijual;Jumlah pendapatan tersebut dapat 

diukur dengan andal;Besar kemungkinan 

manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan 

transaksi akan mengalir kepada perusahaan 

tersebut; danBiaya yang terjadi dan akan 

terjadi sehubungan dengan transaksi dapat 

diukur dengan andal. 

Pendapatan yang berhubungan dengan 

transaksi penjualan jasa yang dapat diestimasi 

dengan andal (bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat 

diandalkan pemakaiannya sebagai pemakaian 

yang tuluis dan jujur dari yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan 

dapat disajikan) harus diakui dengan acuan 

pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada 

tanggal neraca. 

 

Definisi Pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai 

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

merupakan formulir Laporan Pajak 

Pertambahan Nilai yang harus diisi dan 

dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

di indonesia, dan di laporkan setiap bulannya. 

Fungsi dari SPT Masa Pajak Pertambahan 

Nilai selain untuk melaporkan pembayaran 

atau pelunasan pajak, namun juga dapat 

digunakan untuk melaporkan harta dan 

kewajiban serta penyetoran pajak dari 

pemotong atau pemungut. 

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak 

ada perubahan neraca, atau nilai rupiah pada 

masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo 

pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 

30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir 

masa pajak yang bersangkutan. Kecuali 

dibawah kondisi tertentu seperti yag 

dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan 

PER-80/PMK.03/2010, maka tanggak jatuh 

tempo bukanlah akhir bulan berikutnya 

setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. 

Gagal melaporkan akan berakibat denda 

sebesar Rp. 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 

ayat 1) 

Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM 

bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka 

batas waktu pembayaran/penyetoran pajak 

adalah pada akhir bulan berikutnya setelag 

berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT 

Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan, 

sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT 

Masa-nya adalah pada akhir bulan berikutnya 

setelah berakhirnya Masa Pajak. Bagi 

Bendaharawan, maka batas waktu 

pembayaran/penyetoran pajak adalah pada 
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tanggal 7 bulan berikutnya, sedangkan untuk 

batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah 

pada tanggal 14 bulan berikutnya. 

Pengusaha yang melakukan 

penyerahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf a,huruf c, huruf g dan 

huruf h, kecuali pengusaha kecil yang 

batasannya ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

dan wajib memungut, menyetor dan 

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

terutang. Penjelasan Ayat (1); Pengusaha 

yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajal di 

dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan 

ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor 

Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena 

Pajak Tidak Berwujud diwajibkan: 

a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

b. Memungut pajak yang terutang; 

c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai 

yang masih harus dibayar dalam hal Pajak 

Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

terutang; dan 

d. Melaporkan penghitungan pajak. 

PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri 

oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa 

dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan 

Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah 

Masa Pajak berakhir. 

 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

 

Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Sejarah ini diunduh dari website 

www.bjti.co.id pada tanggal 26 September 

2016.PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

(PT.BJTI) adalah salah satu Anak Perusahaan 

dari PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

yang merupakan pemisahan dari Divisi Usaha 

Terminal PT.Pelindo III (Persero) Cabang 

Tanjung Perak dan berdiri pada tanggal 9 

Januari 2001. Fokus utama pada saat ini 

PT.Berlian Jasa Terminal Indonesia 

menangani kegiatan B/M Petikemas 

Domestik di Terminal Berlian Tanjung Perak 

Surabaya, disamping menghandle kegiatan 

penunjang lainnya yang berhubungan dengan 

jasa kepelabuhan. 

Pertengahan 2008 s/d saat ini 

PT.Berlian Jasa Terminal Indonesia dipercaya 

mengelola Terminal Kawasan Satui yang 

merupakan kawasan PT.Pelindo III Cabang 

Kotabaru Kalimantan Selatan, dengan 

menghandle kegiatan B/M Batubara, Bungkil, 

Kernil dan Serpih Kayu. 

Tanggal 27 September 2010 status PT. 

Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagai 

Badan Usaha Pelabuhan (BUP) berdasarkan 

Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : 

KP.410 Tahun 2010. Dan pada Bulan Januari 

Tahun 2012 PT.BJTI melebarkan sayap 

bisnisnya dengan mengoperasikan Kegiatan 

B/M dan Lapangan di PT. Pelindo III 

(Persero) Cabang Tenau Kupang.Saat ini 

BJTI PORT memiliki beberapa anak 

perusahaan sebagaimana dalam bagan berikut 

: yaitu PT.berlian Manyar Sejahtera (BMS), 

PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera 

(BKMS), PT.Pelindo Property Indonesia 

(PPI). 

 

Visi dan Misi Perusahaan 

Demi tercapainya sebuah tujuan 

perusahaan PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia memiliki Visi dan Misi untuk 

menghasilkan kinerja yang baik dan hasil 

yang baik pula bagi para pengguna jasa. 

Berikut Visi perusahaan : 

1. Menjadi penyedia solusi jasa pelabuhan 

terbaik sebagai mitra logistik terpercaya, 

yang menyatukan Indonesia. 

Berikut Misi Perusahaan yang berguna 

sebagai penunjang tercapainya Visi 

perusahaan : 

1. Menyediakan dan mengoperasikan fasilitas 

terminal pelabuhan dan peralatan tepat 

guna. 

2. Menyediakan SDM yang professional 

dibidang operasi terminal dan logistik. 

3. Memberikan jasa layanan logistik tepat 

waktu dan efisien. 

4. Turut mengembangkan perekonomian 

negara dan memupuk keuntungan. 

 

Job Description 

1. Direktur Utama bertugas sebagai 

koordinator, komunikator, pengambilan 

http://www.bjti.co.id/
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keputusan, dan pengelola dalam 

menjalankan dan memimpin perusahaan. 

2. Direktur operasional dan teknik bertugas 

sebagai bertanggung jawab atas kelancaran 

operasi perusahan apakah sudah berjalan 

dengan baik atau belum. 

3. Direktur Keuangan,SDM dan Umum 

bertugas sebagai merencanakan dan 

mengembangkan strategi di bidang 

pengembangan pengelolaan SDM, dalam 

bidang keuangan Direktur memiliki 

kewajiban dalam merencanakan, 

mengembangkan serta mengontrol fungsi 

keuangan dan akuntansi dalam 

memberikan laporan keuangan secara 

komprehensif untuk perusahaan. 

4. Vice President Commercial bertanggung 

jawab atas pengembangan bisnis 

perusahaan dan pemasaran, perencanaan 

kegiatan operasi kapal dan membina 

hubungan dengan customer untuk 

mencapai target revenue sesuai yang telah 

ditetapkan. 

5. Manajer Perencanaan & Bina Pelanggan 

bertanggung jawab atas seluruh kegiatan 

pelayanan kapal beserta dengan Customer 

Realtion sehingga target revenue jasa 

pelayanan kapal sesuai dengan ketentuan. 

6. Manajer pemasaran bertanngung jawab 

atas berjalannya kegiatan marketing dan 

pengembangan usaha perusahaan. 

7. Supervisor Perencanaan 

Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan 

perencanaan sandar kapal (jadwal dan 

lokasi sandar) sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku melalui kegiatan 

perencanaan, pengelolaan, pelaporan, 

pengendalian dan pengembangan sumber 

daya manusia. 

8. Supervisor Bina Pelanggan Bertanggung 

jawab atas koordinasi pelaksanaan 

kegiatan pemeliharaan hubungan kerja 

dengan pihak customer melalui kegiatan 

pemberian pelayanan yang terbaik secara 

benar dan dapat dipertanggung jawabkan 

demi tercapainya target revenue. 

9. Supervisor pengembangan usaha 
bertanggung jawab atas koordinasi 

pelaksanaan pengembangan bisnis perusahaan 

melalui  kegiatan pengelolaan potensi pasar 

dan potensi pengembangan usaha perusahaan. 

10. Supervisor Aneka Usaha Bertanggung 

jawab atas mengkoordinasi kegiatan pelayanan 

terhadap customer melalui kegiatan 

penerimaan permintaan jasa-jasa lain (EDI-

PPJK, Fumigasi, Bunker Service,dll…) 
11. Vice President Operation bertanggung 

jawab atas tercapainya target kerja sesuai 

RKAP yang ditetapkan melalui tercapainya 

kelancaran, kesiapan dan kelayakan 

seluruh kegiatan operasional perusahaan. 

12. Manajer perencanaan operasi 

bertanggung jawab atas seluruh 

perencanaan dan pengendalian kegiatan 

operasi yang meliputi pelaksanaan bongkar 

muat petikemas/non petikemas, 

penumpukan, depo, haulage dan trucking, 

gate dan weighing. 

13. Supervisor data operasi bertanggung 

jawab atas pendataan seluruh kegiatan 

realisasi (meliputi bongkar muat, depo, 

yard, peralatan bongkar muat dan 

trucking).  

14. Supervisor verifikasi bertanggung 

jawab atas kegiatan verifikasi dan 

menjamin kebenaran dan kesesuaian 

seluruh data operasional dalam rangka 

penyiapan pra-nota menunjang kelancaran 

operasional perusahaan. 

15. Manajer operasi kapal 

bertanggungjawab atas kelancaran seluruh 

aktivitas bongkar muat kapal melalui 

perencanaan, pengelolaan, pengendalian 

dan  pengembangan sistem bongkar muat 

kapal  serta peralatan yang digunakan. 

16. Supervisor bongkar muat bertanggung 

jawab dalam mengkoordinir seluruh 

kegiatan bongkar muat petikemas/barang 

non petikemas, Roll On/Roll Off dan Off-

shore melalui kegiatan perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian tenaga kerja 

dan peralatan demi menjamin kelancaran 

dan pencapaian target operasi bongkar 

muat. 

17. Manajer operasi lapangan 

bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan 

operasional lapangan dan container yard 

terminal berlian melalui kegiatan 

perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan cargodoring,  

receiving/delivery, haulage & trucking, 

container yard terminal berlian serta gate 

dan timbangan. 
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18. Supervisor lapangan penumpukan 

bertanggungjawab atas pelaksanaan 

pengelolaan area container yard terminal 

berlian melalui kegiatan perencanaan, 

pengelolaan, pengendalian dan 

pengembangan area container yard. 

19. Supervisor penimbangan 

bertanggungjawab atas pelaksanaan 

pengelolaan area container yard terminal 

berlian melalui kegiatan perencanaan, 

pengelolaan, pengendalian dan 

pengembangan area container yard. 

20. Manajer operasi depo bertanggung 

jawab atas pencapaian target kerja 

pengelolaan lahan area depo container dan 

gudang konsolidasi. 

21. Supervisor depo petikemas 

bertanggung jawab atas kegiatan 

operasional depo container melalui 

kegiatan monitoring area lapangan 

penumpukan demi menunjang kelancaran 

operasional perusahaan. 

22. Supervisor konsolidasi 

bertanggungjawab dalam kegiatan 

mengkoordinir kegiatan dibidang 

konsolidasi dan Roll On/Roll Off melalui 

kegiatan perencanaan, pengelolaan, 

pengendalian dan pengembangan system 

dan operasional kegiatan konsolidasi. 

23. Manajer perencanaan administrasi 

bertanggungjawab untuk memastikan 

tersedianya peralatan, operator peralatan 

serta administrasi peralatan. 

24. Supervisor peralatan bertanggung 

jawab atas kegiatan perencanaan, 

pengendalian dan pengelolaan peralatan 

perusahaan demi kelancaran operasional. 

25. Supervisor operator bertanggung 

jawab atas kegiatan perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian operator 

peralatan dalam menunjang kelancaran 

operasional perusahaan. 

26. Supervisor administrasi teknik 

bertanggung jawab atas berjalannya 

seluruh kegiatan pengadminitrasian dan 

pencatatan history card di divisi teknik 

secara benar, tertib, rapi dan up to date. 

27. Supervisor pemeliharaan instalasi 

bertanggung jawab atas pengawasan 

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan 

kesiapan instalasi (air, listrik, dll) 

perusahaan. 

28. Manajer pembangunan sarana & 

prasarana bertanggung jawab atas 

berjalannya seluruh kegiatan pemeliharaan, 

perencanaan serta pengadaan sarana dan 

prasarana perusahaan baik teknik maupun 

non teknik. 

29. Supervisor perencanaan pembangunan 

& administrasi Bertanggung jawab atas 

kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia dalam perusahaan meliputi proses 

kegiatan rekrutmen atau seleksi, 

pengangkatan, pemberhentian, mutasi, 

pembinaan,  penyusunan struktur 

organisasi dan tata kerja. 

30. Supervisor pemeliharaan fasilitas 

bertanggungjawab atas pelaksanaan 

kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas 

kantor dan infrastruktur kepelabuhanan 

beserta sarana dan prasarana yang ada 

didalam bangunan. 

31. Manajer Akuntansi bertanggung jawab 

atas seluruh kegiatan pencatatan dalam 

pelaporan keuangan perusahaan. 

32. Supervisor akuntansi manajemen 

bertanggung jawab atas kegiatan 

pencatatan dan proses analisa terhadap 

kondisi keuangan perusahaan melalui 

kegiatan perencanaan,pengelolaan dan 

pengendalian. 

33. Supervisor akuntansi keuangan 

bertanggung jawab atas seluruh proses 

verifikasi data dan pelaporan keuangan 

melalui kegiatan perencanaa,pengelolaan 

dan pengendalian. 

34. Supervisor perpajakan bertanggung 

jawab dalam mengkoordinir seluruh 

kegiatan perpajakan dalam perusahaan. 

35. Manajer Treasury bertanggung jawab 

atas seluruh kegiatan pengolahan cash 

flow, likuiditas dan adminitrasi 

pembendaharaan perusahaan. 

36. Supervisor hutang/piutang 

bertanggung jawab dalam mengkoordinir 

kegiatan monitoringdan realisasi 

hutang/piutang perusahaan melalui 

kegiatan perencanaan,pengelolaan dan 

pengendalian. 

37. Supervisor billing bertanggung jawab 

dalam mengkoordinir proses penerbitan 

dan pendistribusian nota penjulan melalui 

kegiatan perencanaa, pengelolaan dan 

pengendalian. 
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38. Manajer teknologi informasi 

bertanggung jawab atas pengelolaan 

kegiatan di bidang IT melalui 

perencanaan,pengelolaan dan pengendalian 

untuk menunjang kelancaran operasional 

perusahaan, 

39. Supervisor pengembangan teknologi 

informasi bertanggung jawab atas kegiatan 

perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian sistem informasi manajemen 

perusahaan secara efisien. 

40. Manajer umum bertanggung jawab 

memimpin beberapa unit di bidang fungsi 

pekerjaan yang mengepalai beberapa atau 

seluruh manajer fungsional. 

41. Supervisor umum bertanggung jawab 

atas tercapainya pengelolaan kegiatan 

umum perusahaan melalui kegiatan 

perencanaan, pengelolaan, pengendalian 

dan pengembangan mencakup penyediaan 

transportasi, kebersihan, ketertiban 

lingkungan perusahaan. 

 

Profil Usaha 

1. Bidang Usaha dan Layanan Utama pada 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia antara 

lain: 

a. Terminal Petikemas Domestik 

Turunnya angka import yang melewati 

jalur Pelabuhan Indonesia tidak serta 

merta disertai turunnya arus barang 

antar pulau. Arus distribusi barang antar 

pulau yang menggunakan petikemas 

terus meningkat.BJTI sebagai operator 

pelabuhan terpercaya siap mendukung 

kelancaran peti kemas melalui bongkar 

muat petikemas domestik. 

b. Terminal Curah Kering 

Sebagai badan usaha pelabuhan, PT. 

BJTI juga menyediakan layanan terpadu 

kegiatan B/M curah kering yang 

mendukung kegiatan industri secara 

keseluruhan. 

2. Bidang Usaha Pelayanan Jasa Penunjang 

pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

antara lain: 

a. Penanganan General Cargo 

Selain layanan Terminal petikemas 

domestik dan curah kering, BJTI 

memberikan layanan handling cargo 

secara umum. 

b. Penanganan Barang Curah Cair 

BJTI memberikan layanan curah cair 

terbaik yang secara keseluruhan 

didukung dengan fasilitas yang 

memadai. 

c. Penanganan Batubara 

Melalui Terminal Pelabuhan batubara di 

Kawasan Satui Kabupaten Tanah Bumbu 

Kalimantan Selatan, BJTI memberikan 

layanan kegiatan bongkar muat yang 

mendukung kelnacaran kegiatan industri. 

d. Pelayanan Container Yard 

BJTI menyediakan lokasi tempat 

penumpukan petikemas disekitar wilayah 

Tanjung Perak sebanyak 10 lokasi. 

3. Pelayanan Jasa Forwarding, meliputi: 

a. Gudang Ekspor 

Layanan ini membantu beberapa 

pemilik barang yang akan mengirim 

barang dengan jumlah kurang dari 

kapasitas muat petikemas. 

b. Pengurusan Jasa Kepabeanan 

Untuk mengurus ke kantor pelayanan 

Bea dan Cukai Type Madya Tanjung 

Perak dan Kanwil Bea & Cukai. 

c. Pelayanan Petikemas via Kereta Api 

Pengiriman petikemas dengan jalur 

Kereta ApiSurabaya-Jakarta PP 

dengan jumlah pengiriman rata-rata 40 

container/hari. 

d. Pelayanan Instalasi Karantina 

Tersedia tempat khusus beserta sarana 

yang ada padanya untuk layanan 

Instalasi Karantina, diantaranya 

Kegiatan Fumigasi yang berada di 

Jalan Prapat Kurung Utara. 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Metode Pengakuan Pendapatan 

Accrual Method merupakan suatu 

metode akuntansi dimana penerimaan dan 

pengeluaran diakui atau dicatat ketika 

transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk 

transaksi-transaksi tersebut diterima atau 

dibayarkan. 

Metode pengakuan pendapatan yang 

digunakan oleh PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia yaitu Accrual Method, dimana 

perusahaan mengakui adanya pendapatan atas  

transaksi yang terjadi walaupun perusahaan 

belum menerima uang/kas atas transaksi 

tersebut. Contoh dari pengakuan pendapatan 
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dengan menggunakan Accrual Method 

sebagai berikut: 

Pendapatan yang diakui terlebih dahulu 

walaupun belum menerima dalam bentuk kas. 

Contoh jurnal : 

 
Gambar 4.1 

Sumber :PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

Berdasarkan jurnal tersebut dapat dijelaskan 

jumlah penjualan sebesar Rp. 

3.078.340 atas transaksi penjualan jasa 

sewa lapangan penumpukan oleh PT. 

Lintas Kumala Abadi. Atas transaksi 

tersebut PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia melakukan penjurnalan 

dengan mendebet piutang senilai Rp. 

3.078.340 dan sisi kredit terdapat 

hutang Pajak Pertambahan Nilai 

Keluaran sebesar Rp. 278.940 dan 

sisanya merupakan pendapatan usaha 

sebesar Rp. 2.799.400. 

 

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

Untuk mengakui adanya Pajak 

Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah sebagaimana telah di ubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A. PT. Berlian 

Jasa Terminal Indonesia telah memenuhi 

syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak dimana perusahaan mempunyai 

kewajiban untuk memungut pajak yang 

terutang, menyetor Pajak Pertambahan Nilai 

yang harus dibayar dalam hal sebagai Pajak 

Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan serta menyetorkan 

pajak penjualan atas barang mewah yang 

terutang dan juga mempunyai kewajiban 

melaporkan perhitungan pajaknya. 

Objek pajak yang dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilaiberdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah sebagaimana telah di ubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4. Pada PT. 

Berlian Jasa Terminal Indonesia merupakan 

penyerahan jasa kena pajak. 

Tarif pajak yang digunakan oleh PT. 

Berlian Jasa Terminal Indonesia dalam 

memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana 

telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 

Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu:  

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 

0% diterapkan atas : 

a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 

dan Tidak Berwujud; 

b. Ekspor Jasa Kena Pajak. 

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada 

umunya paling rendah sebesar10% dan paling 

tinggi 200%. 

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana 

telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 

Pasal 8A dimana perhitungannya dengan 

menggunakan cara mengalikan tarif dengan 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi 

harga jual, penggantian, Nilai Impor, Nilai 

Ekspor atau Nilai lain-lain. Contoh 

perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia antara 

lain: 

1. perhitungan Pajak Pertambahan Nilai baik 

masukan maupun keluaran adalah sebagai 

berikut : 

(DPP (dasar pengenaan pajak) + biaya 

lain-lain – potongan penjualan) x 10% 

Contoh Pajak Pertambahan Nilai 

Keluaran : 
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PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

memberikan jasa kepada PT. A dengan nilai 

jasa sebesar Rp. 150.000.000 secara kredit 

atau dengan perjanjian pembayaran dilakukan 

satu bulan setelah transaksi.Dari transaksi 

diatas diketahui DPP-nya sebesar Rp. 

150.000.000 yang berasal dari jasa yang 

diberikan kepada PT. A dan PPN-nya sebesar 

Rp. 150.000.000 dikalikan 10% yaitu sebesar 

Rp. 15.000.000.Untuk diskon biasanya akan 

diberikan kepada penjualan tunai atau sesuai 

dengan kebijakan perusahaan. 

Berdasarkan transaksi diatas jurnalnya 

sebagai berikut : 

Piutang   165.000.000 

PPN keluaran  15.000.000 

Pendapatan jasa  150.000.000 

Contoh Pajak Pertambahan Nilai masukan 
: 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

melakukan perbaikan peralatan kepada PT. B 

yang telah terdaftar sebagai PKP dengan nilai 

transaksi sebesar Rp. 25.000.000.Dari 

transaksi diatas diketahui DPP-nya sebesar 

Rp. 25.000.000 yang berasal dari jasa yang 

diberikan kepada PT. A dan PPN-nya sebesar 

Rp. 25.000.000 dikalikan 10% yaitu sebesar 

Rp. 2.500.000. 

 

Berdasarkan transaksi diatas jurnalnya 

sebagai berikut : 

Beban pemeliharaan peralatan 25.000.000 

PPN masukan  2.500.000 

 Hutang   27.500.000 

2. Perhitungan pajak yang harus dibayar 

Pajak yang harus dibayar merupakan 

selisih dari pajak keluaran dikurangi dengan 

pajak masukan. Hal tersebut terjadi karena 

pada waktu menjual jasa PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia memungut Pajak 

Pertambahan Nilai dari konsumen yang harus 

disetorkan ke negara sementara pada waktu 

pembelian barang atau jasa PT.Berlian Jasa 

Terminal Indonesia telah membayar pajak 

masukan sehingga pajak yang telah dibayar 

tersebut digunakan sebagai pengurang pajak 

yang harus dibayar ke negara. Dari contoh 

transaksi pajak yang harus dibayarkan adalah 

sebesar 15.000.000 – 2.500.000= 12.500.000  

 

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan 

Masa bulanan serta disetor dan dilapor setiap 

maksimal 30 hari setelah masa pajak berakhir, 

misalnya untuk pajak bulan paling lambat 

dilaporkan tanggal 30 juni. 

Tahap-tahap dalam pembuatan laporan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai 

berikut : 

1. Merekap semua data Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) keluaran. 

Untuk memperoleh data tersebut bisa 

didapatkan dari jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas jika terdapat penjualan 

tunai. Dimana dalam jurnal tersebut sudah 

tercantum semua data Pajak Keluaran yang 

harus dilaporkan. Berikut contoh rekapan 

jurnal yang memuat Pajak Pertambahan 

Nilai keluaran didalamnya. 

2. Merekap semua data Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) masukan. 

Untuk memperoleh data tersebut 

didapatkan dari faktur yang didapat dari 

transaksi pembelian barang maupun jasa 

yang dilakukan oleh PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia kepada pihak lain. 

Contoh pencatatan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) masukan yang didapat dari 

faktur adalah sebagai berikut : 

Contoh beberapa rekapan Faktur Bulan Mei 

pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia. 

 
Gambar 4.2 

Sumber :  PT. BJTI 

Dari data tersebut yang dicatat adalah  
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a. Perusahaan yang bertransaksi dengan 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

berupa Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dan nama perusahaan. 

b. Nomor faktur atau nomor seri 

merupakan nomor yang tercantum 

dalam faktur pada saat PT. Berlian 

Jasa Terminal Indonesia melakukan 

pembelian barang atau jasa. Nomor 

tersebut berasal dari perusahaan lawan 

transaksi PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia. Pada 2 digit dari depan 

nomor faktur merupakan kode pajak 

yang digunakan sebagai jenis transaksi 

tersebut. Misal kode faktur pajak 

dengan kode 01, 04, 06, 09 merupakan 

faktur yang pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilainya harus dipungut 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

sendiri. Sedangkan untuk kode faktur 

pajak dengan kode 02 dan 03 Pajak 

Pertambahan Nilainya harus dipungut 

oleh pemungut. Untuk faktur pajak 

dengan kode 07 tidak dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai dan faktur pajak 

dengan kode 08 dibebaskan dari Pajak 

Pertambahan Nilai.   

c. Tanggal transaksi merupakan tanggal 

terjadinya transaksi pembelian barang 

atau jasa sesuai dengan tanggal yang 

ada di faktur. 

d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

merupakan data yang didapat dari 

faktur  pada saat PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia melakukan 

pembelian barang atau jasa. 

3. Mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai. 

Untuk mengisi Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai langkah 

yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

a. Menginstal program SPT Masa PPN 

dalam komputer. 

b. Mengisi data perusahaan yang berupa 

NPWP, nama perusahaan, alamat, 

nama direktur. 

c. Membuat SPT masa dengan mengisi 

masa pajak dan tahun pajak, 

mengimpor pajak keluaran dan pajak 

masukan pada masa tersebut. 

d. Setelah di impor pajak keluaran dan 

masukan maka akan diketahui pajak 

yang akan dibayar merupakan selisih 

antara pajak keluaran dengan pajak 

masukan. 

e. Pajak yang harus dibayar dibayarkan 

terlebih dahulu melalui Bank dan dari 

pembayaran tersebut perusahaan 

mendapatkan bukti pembayaran. 

f. Bukti pembayaran tersebut dicatat 

kedalam laporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) sebagai bukti bahwa pajak pada 

masa tersebut telah di bayar. 

g. Surat Pemberitahuan dicetak dan di buat 

salinan softcopy dalam bentuk CRV 

yang nantinya dilampirkan pada saat 

pelaporan ke kantor pajak. 

Contoh rekapan Pajak Pertambahan Nilai PT. 

Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 

Pajak Pertambahan Nilai Masukan 

 
Sumber : PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

Pajak Pertambahan Nilai Masukan 

merupakanPajak Pertambahan Nilai yang 

terjadi karena adanya transaksi pembelian 

barang atau jasa yang dilakukan oleh PT. 

Berlian Jasa Terminal Indonesia. Saat 

terjadinya transaksi pembelian PT. Berlian 

Jasa Terminal Indonesia dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai dan pajak yang dipungut 

tersebut bisa di kreditkan oleh PT. Berlian 

Jasa Terminal Indonesia yang digunakan 

sebagai pengurang Pajak Keluaran dimana 

hasil dari pengurang antara Pajak Keluaran 

dengan Pajak Masukan itu merupakan Pajak 

yang harus disetorkan ke Kas Negara. Apabila 

Pajak Keluaran lebih besar dibanding dengan 

Pajak Masukannya maka akan terjadi Kurang 
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Bayar dan PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia harus membayar Pajak 

Pertambahan Nilai Kurang Bayar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Pajak Pertambahan Nilai Keluaran 

 
Sumber : PT. Berlian Jasa Terminal Indo 

Pajak Pertambahan Nilai Keluaran 

merupakan pajak yang terjadi karena adanya 

transaksi yang terjadi karena adanya 

penjualan barang atau jasa yang dilakukan 

oleh PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia. 

Atas transaksi tersebut PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia mempunyai kewajiban 

untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai 

terhadap pengguna jasa PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia. 

 

Keterkaitan pengakuan pendapatan 

terhadap pelaporan PPN 

Dalam pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai dicantumkan jumlah pendapatan dalam 

satu masa pajak, dalam hal ini pendapatan 

yang diakui oleh perusahaan secara langsung 

akan tercatat dan terlapor ke kantor pajak 

melalui Surat pemberitahuan Masa yang 

dilaporkan setiap bulan. Pengakuan 

pendapatan akan berkaitan langsung dengan 

pelaporan pajak yang sesungguhnya. 

Pendapatan yang diakui secara Accrualakan 

mencantumkan keadaan yang sesungguhnya 

pada satu periode yaitu pendapatan diakui dan 

dilaporkan pada periode yang sama, misalnya 

pendapatan bulan April akan di jurnal dan 

dilaporkan pada bulan April begitu juga untuk 

periode selanjutnya. Dalam pembuatan Faktur 

Pajak pada PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia dilakukan pada saat penyerahan 

Jasa Kena Pajak atau pada saat pembuatan 

Nota Penjualan atas transaksi tersebut. 

Berikut hasil rekapan jumlah Pajak 

Masukan dan Pajak Keluaran Bulan April 

Pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

yang digunakan sebagai dasar Pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai. 

1. Pajak Pertambahan Nilai Masukan 

 
Gambar 4.3 

Sumber : PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

 

2. Pajak Pertambahan Nilai Keluaran 

 
Gambar 4.4 

Sumber : PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan 

diatas merupakan dasar perhitungan untuk 

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang 

kurang atau lebih bayar dimana cara 

perhitungannya yang digunakan yaitu Pajak 

Keluaran dikurangi Pajak Masukan. 

Berikut Surat Pemberitahuan Pajak 

Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) pada 

bulan April : 
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Gambar 4.5 

Sumber : PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

SPT April 2017 

 

Jumlah Pajak Keluaran sebesarRp. 

6.743.254.497 yang terdiri dari : 

1. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 

sendiri dengan kode faktur pajak (01, 04, 

06 dan 09) sebesar Rp.5.935.549.969. 

2. Pajak Pertambahan Nilai yang harus 

dipungut oleh pemungut dengan kode 

faktur (02 dan 03) sebesar Rp. 

807.704.528. 

Tetapi tidak semua Pajak Keluaran 

dikurangkan dengan Pajak Masukan hanya 

sebagian Pajak Keluaran yang Pajak 

Pertambahan Nilainya yang dipungut  sendiri 

oleh PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

yang faktur pajaknya mempunya kode 2 digit 

di depan dengan kode 01, 04 dan 09. Jadi total 

Pajak Keluaran yang dikurangkan dengan 

Pajak Masukan yaitu sebesar Rp.  

5.935.549.969. 

Jumlah Pajak Masukan PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia sebesar Rp. 

2.501.027.716 dan terdapat kelebihan 

pembayaran Pajak Pertambahan Nilai 

Masukan pada bulan Maret yang 

dikompensasikan pada bulan April sebesar 

Rp. 2.677.392.970, jadi total Pajak Masukan 

pada bulan April Rp. 5.178.420.686.  Pajak 

Keluaran sebesar Rp. 5.935.549.969 

dikurangi dengan Pajak Masukan sebesar 

Rp.5.178.420.686 Jadi Total PPN kurang 

bayar pada bulan April sebesar Rp. 

757.129.283.  

Berikut hasil rekapan jumlah Pajak 

Masukan dan Pajak Keluaran  bulan Mei Pada 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia yamg 

digunakan sebagai dasar Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

1. Pajak Pertambahan Nilai Masukan 

 
Gambar 4.6 

Sumber : PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

 

2. Pajak Pertambahan Nilai Keluaran 

 
Gambar 4.7 

Sumber : PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan 

diatas merupakan dasar perhitungan untuk 

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang 

kurang atau lebih bayar dimana cara 

perhitungannya yang digunakan yaitu Pajak 

Keluaran dikurangi Pajak Masukan. 

 
Gambar 4.8 

Sumber : PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

SPT Mei 2017 

Jumlah Pajak Keluaran sebesarRp. 

7.039.806.681 yang terdiri dari : 

1. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 

sendiri dengan kode faktur pajak (01, 04, 

06 dan 09) sebesar Rp.5.896.024.605. 

2. Pajak Pertambahan Nilai yang harus 

dipungut oleh pemungut dengan kode 

faktur (02 dan 03) sebesar Rp. 

1.143.782.076. 

Tetapi tidak semua Pajak Keluaran 

dikurangkan dengan Pajak Masukan hanya 

sebagian Pajak Keluaran yang Pajak 

Pertambahan Nilainya yang dipungut  sendiri 
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oleh PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

yang faktur pajaknya mempunya kode 2 digit 

di depan dengan kode 01, 04 dan 09. Jadi total 

Pajak Keluaran yang dikurangkan dengan 

Pajak Masukan yaitu sebesar Rp.  

5.896.024.605. 

Jumlah Pajak Masukan PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia sebesar Rp. 

3.605.169.020.Pajak Keluaran sebesar Rp. 

5.896.024.605 dikurangi dengan Pajak 

Masukan sebesar Rp3.605.169.020. Jadi Total 

PPN kurang bayar sebesar Rp. 2.290.855.585.  

Apabila Pajak Keluaran jumlah 

nominalnya lebih banyak maka akan terjadi 

kurang bayar begitu juga sebaliknya, apabila 

Pajak Masukan lebih tinggi dari Pajak 

Keluaran maka akan terjadi lebih bayar. Lebih 

bayar tersebut bisa saja dikompensasikan 

digunakan sebagai penambah Pajak Masukan 

pada saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

pada periode selanjutnya. 

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

menggunakan metode Accrual dimana 

pendapatannya diakui ketika transaksi terjadi 

walaupun belum menerima uang kas. Hal ini 

akan menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya dalam pelaporan pendapatan 

dan pembayaran pajaknya. Dalam contoh 

menggunakan data penjualan bulan April dan 

Mei, penjualan tersebut merupakan penjualan 

yang terjadi pada bulan April dan Mei. 

Sehingga yang tercantum dalam pelaporan 

pajak juga pendapatan yang terjadi selama 

bulan April dan Mei sesuai dengan faktur dan 

jurnal penjualannya. Dari pelaporan pajak 

tersebut pajak yang dibayarkan juga akan 

sesuai dengan transaksi penjualan pada bulan 

April dan Mei. Dapat diketahui pada Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 

Nilai pada bulan April Pajak Pertambahan 

Nilai kurang bayar sebesar Rp. 757.129.283 

lebih kecil dibandingkan dengan Pajak 

Pertambahan Nilai kurang bayar pada bulan 

Mei sebesar Rp. 2.290.855.585.  

KESIMPULAN PENELITIAN 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah 

diamati pada PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia berkaitan dengan pengakuan 

pendapatan dan pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut : 

1. Pengakuan pendapatan yang 

digunakanoleh PT. BerlianJasa Terminal 

Indonesia yaitu menggunakan pendekatan 

Accrual Method. Dimana metode tersebut 

merupakan pengakuan pendapatan yang 

mengakui pendapatan ketika transaksi 

tersebut terjadi walaupun belum menerima 

pembayaran dalam bentuk kas atau tunai. 

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) pada PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia telah sesuai dengan Undang-

Undang Perpajakan yang menggunakan 

tarif dasar 10% dari Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP). PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia telah melakukan kewajibannya 

memungut, membayar dan melaporkan 

kewajiban perpajakan yang berhubungan 

dengan Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

telah sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan dimana PT. Berlian Jasa 

Terminal Indonesia telah melaporkan 

Pajak Pertambahan Nilai pada setiap 

periode dan sudah menggunakan aplikasi 

perpajakan yang telah sesuai dengan 

Peraturan Perpajakan. 

4. Keterkaitan antara pengakuan pendapatan 

dengan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

adalah dengan menggunakan pendekatan 

Accrual Method dimana pendapatan diakui 

pada saat transaksi terjadi maka 

pendapatan yang diakui sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya dan pencatatan, 

pembayaran, pelaporan perpajakannya juga 

sudah sesuai dengan periodenya. Semakin 

besar pendapatan penjualan pemberian jasa 

yang diakui maka semakin besar juga 

Pajak Pertambahan Nilai yang harus 

dibayarkan dan dilaporkan oleh PT. 

Berlian Jasa Terminal Indonesia. 

Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan 

data yang telah diperoleh serta teori – teori 

yang telah dipelajari, secara keseluruan PT. 

Berlian Jasa Terminal Indonesia Surabaya 

cukup baik. Adapun saran dapat disampaikan 
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diharapkan mampu memberi manfaat di masa 

mendatang bagi perusahaan yang 

bersangkutan adalah:: 

1. Bagi PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

diharapkan terdapat aplikasi SoftwareFisec 

yang dapat digunakan untuk merekap 

Pajak Masukan tanpa harus melakukan 

perekapan secara manual. 

2. PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia agar 

dapat melaporkan lebih awal lagi tanggal 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

sehingga tidak terjadi keterlambatan dan 

menghindari sanksi yang ada. 

3. Bagi PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia 

diharapkan dapat mempertahankan kinerja 

perusahaan dan dapat memperbaiki tingkat 

kinerja agar lebih baik lagi dalam tahun – 

tahun selanjutnya.  
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